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 There are still many people with disabilities who still 
experience problems in the economic sector, namely extra 
costs caused by the disability they experience. One of these 
additional costs is transportation costs. Persons with 
disabilities have higher transportation costs compared to 
people without disabilities. These high transportation 
costs will undoubtedly hinder people with disabilities in 
everyday life, for example when accessing health services. 
Given the importance of transportation for Persons with 
Disabilities, of course, policies are needed to overcome the 
high cost of transportation. The policy is the provision of 
concessions or subsidies for transportation service rates. 
The policy of granting concessions to transportation 
services certainly requires regulatory regulations. This 
research examines the regulations for granting 
concessions on bus transportation for Persons with 
Disabilities using normative research methods. The results 
of this research show that there are arrangements for 
granting concessions for Persons with Disabilities in Law 
Number 8 of 2016. Researchers found that arrangements 
for granting concessions for Persons with Disabilities on 
bus transportation, which should be regulated in 
Peraturan Pemerintah, are instead regulated in other 
regulations. In addition, there are still few local 
governments that have regulations in granting 
concessions on transportation buses for Persons with 
Disabilities, even though local governments also must 
grant concessions. 
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 Masih banyak Penyandang Disabilitas yang masih 
mengalami permasalahan dalam bidang perekonomian 
yaitu biaya tambahan (extra cost) yang diakibatkan 
karena kondisi disabilitas yang mereka alami. Salah satu 
biaya tambahan tersebut adalah biaya transportasi. 
Penyandang Disabilitas memiliki biaya transportasi 
yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang tanpa 
disabilitas. Biaya transportasi yang tinggi tersebut 
tentunya akan menghambat Penyandang Disabilitas 
dalam kehidupan sehari-hari, contohnya ketika 
mengakses layanan kesehatan. Mengingat akan 
pentingnya transportasi bagi Penyandang Disabilitas, 
tentunya diperlukan kebijakan untuk mengatasi 
tingginya biaya transportasi. Kebijakan tersebut adalah 
pemberian konsesi atau subsidi tarif layanan 
transportasi. Kebijakan pemberian konsesi pada layanan 
transportasi tentunya memerlukan regulasi yang 
mengatur. Penelitian ini mengkaji regulasi pemberian 
konsesi pada transportasi bus bagi Penyandang 
Disabilitas dengan metode penelitian normatif. Hasil 
dari penelitian ini adalah terdapat pengaturan 
pemberian konsesi bagi Penyandang Disabilitas dalam 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Peneliti 
menemukan pengaturan pemberian konsesi bagi 
Penyandang Disabilitas pada transportasi bus yang 
seharusnya diatur dalam Peraturan Pemerintah, justru 
diatur dalam peraturan lain. Selain itu masih sedikit 
pemerintah daerah yang mempunyai regulasi dalam 
pemberian konsesi pada transportasi bus bagi 
Penyandang Disabilitas, padahal pemerintah daerah 
juga memiliki kewajiban untuk memberikan konsesi. 
 

  @Copyright 2023. 
 

PENDAHULUAN 

Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22.97 juta jiwa atau 
sekitar 8.5% dari jumlah penduduk Indonesia (Kemenko PMK, 2023). Dari 
banyaknya jumlah Penyandang Disabilitas tersebut sebagian besar dari mereka 
masih mengalami permasalahan dalam bidang perekonomian. Hal ini terlihat dari 
data Susenas pada tahun 2020, yang menyatakan bahwa sebesar 11.42% kelompok 
Penyandang Disabilitas hidup di bawah garis kemiskinan, angka tersebut jauh lebih 
besar dibandingkan kelompok Non disabilitas sebesar 9.63% (Vivi et al., 2021). 
Selain itu kemiskinan, Penyandang Disabilitas juga mendapatkan Biaya tambahan 
(extra cost) yang diakibatkan karena kondisi disabilitas yang mereka alami. Biaya 
tambahan ini termasuk pembayaran untuk bantuan khusus, biaya tambahan untuk 
obat-obatan farmasi, biaya makanan yang lebih tinggi untuk diet khusus, dan biaya 
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yang lebih tinggi untuk transportasi (Morris & Zaidi, 2020). Sebuah studi di Vietnam 
menunjukan biaya tambahan yang dikeluarkan oleh keluarga dengan Penyandang 
Disabilitas terhitung sekitar 8,8–9,5% dari pendapatan rumah tangga tahunan (Van 
Minh et al., 2015). Penelitian serupa yang dilakukan oleh R.M. Amin di Malaysia 
mengenai biaya tambahan akibat disabilitas (disability extra cost) menunjukan 
bahwa rumah tangga dengan setidaknya memiliki seorang Penyandang Disabilitas 
membutuhkan biaya tambahan sebesar 27.5% dari pendapatan bulanan rumah 
tangga mereka untuk memenuhi kebutuhan terkait disabilitas (Amin & Adros, 
2019). 

Salah satu biaya tambahan yang dialami oleh Penyandang Disabilitas 
tersebut adalah biaya transportasi. Biaya bahan bakar dan transportasi masing-
masing 45% dan 64% lebih tinggi untuk rumah tangga dengan dua orang dewasa 
Penyandang Disabilitas dibandingkan dengan rumah tangga serupa tanpa 
disabilitas (Jones & O’Donnell, 1995). Transportasi merupakan hal yang sangat 
penting bagi orang-orang dari segala usia dan latar belakang untuk menjalani 
kehidupan karena memainkan peran penting dalam banyak aspek kehidupan 
sehari-hari termasuk akses terhadap pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, 
belanja, acara sosial, dan berbagai kegiatan rekreasi (Jansuwan et al., 2013). Biaya 
transportasi yang tinggi tentunya mempengaruhi Penyandang Disabilitas dalam 
kehidupan sehari hari, terutama dalam hal akses kepada pelayanan kesehatan. 
Semakin terjangkau biaya transportasi menuju pelayanan kesehatan maka 
probabilitas penggunaan akses layanan kesehatan oleh Penyandang Disabilitas 
akan semakin meningkat. Sebaliknya semakin mahal biaya transportasi menuju 
pelayanan kesehatan maka kemungkinan akses layanan kesehatan oleh 
Penyandang Disabilitas akan semakin menurun (Nopiah & Wahyuni, 2021). 

Mengingat pentingnya transportasi bagi Penyandang Disabilitas, tentunya 
harus ada kebijakan untuk menangani masalah biaya transportasi. Salah satu 
kebijakan yang digunakan untuk mengurangi kendala biaya transportasi bagi 
Penyandang Disabilitas adalah pemberian konsesi atau subsidi pada tarif 
transportasi publik. Pengertian konsesi apabila mengacu pada Pasal 1 nomor 12 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah 
segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, 
dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Mengurangi biaya transportasi bagi 
Penyandang Disabilitas menggunakan voucher dan subsidi merupakan kebijakan 
dan program menjanjikan yang bertujuan untuk meningkatkan akses Penyandang 
Disabilitas ke dalam transportasi public (Cochran & Chatman, 2021). Pemberian 
konsesi dalam transportasi ini tentunya memiliki banyak manfaat bagi Penyandang 
Disabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh Samuel yang meneliti tentang dampak 
pemberian voucher transportasi oleh Michigan’s Developmental Disabilities Council 
kepada Penyandang Disabilitas pada tahun 2005-2008. Hasilnya mayoritas peserta 
melaporkan bahwa pemberian voucher transportasi tersebut telah menutupi semua 
biaya transportasi selama periode 1-3 tahun mereka berpartisipasi dalam program 
tersebut. Selain itu, sebagian besar peserta menunjukkan kesejahteraan emosional, 
partisipasi masyarakat, dan keseluruhan kualitas hidup telah meningkat karena 
berpartisipasi dalam program voucher transportasi tersebut (Samuel et al., 2013). 
Manfaat lain adalah meningkatnya penggunaan bus sebagai alat transportasi utama 
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dalam kehidupan Penyandang Disabilitas sehari hari. Meningkatnya penggunaan 
bus ini berdampak pada peningkatan mobilitas Penyandang Disabilitas yang tidak 
mempunyai kendaraan pribadi. Selain itu, dapat juga mengurangi kemacetan lalu 
lintas yang diakibatkan oleh kendaraan pribadi karena Penyandang Disabilitas 
tersebut memilih menggunakan bus (Baker & White, 2010) 

Dibalik manfaat yang diberikan dalam pemberian konsesi bagi Penyandang 
Disabilitas tentunya perlu ada regulasi yang mengatur. Hanya terdapat satu 
penelitian saja yang membahas konsesi bagi Penyandang Disabilitas yaitu penelitian 
yang dilakukan oleh Muhammad Hoiru Nail yang membahas keberpihakan 
pemerintah dalam pemberian hak konsesi bagi  Penyandang Disabilitas di Indonesia 
(Nail, 2023). Namun dari penelitian tersebut belum ada penelitian yang secara 
spesifik meninjau pengaturan konsesi bagi Penyandang Disabilitas, khususnya 
konsesi pada transportasi bus. Kesenjangan penelitian inilah yang penulis angkat 
dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah regulasi konsesi pada transportasi bus bagi 
Penyandang Disabilitas? 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum 
normatif meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang 
terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
perundang-undangan dengan cara menganalisis aturan dan regulasi yang berkaitan 
dengan isu hukum. Dalam hal ini, penulis melakukan analisis regulasi terkait konsesi 
pada transportasi bus bagi Penyandang Disabilitas. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Regulasi Konsesi Bagi Penyandang Disabilitas  
 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengatur hal-hal yang berkaitan 
dengan Penyandang Disabilitas, begitu pula dengan konsesi. Dalam Undang Undang 
Nomor 8 Tahun 2016 tersebut terdapat hak dan kewajiban dalam pemberian 
maupun penerimaan konsesi. Penyandang Disabilitas memiliki hak dalam 
menerima konsesi. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 
yang mengatur mengenai beberapa hak-hak yang diperoleh oleh Penyandang 
Disabilitas sebagai berikut: 

a. hidup;  
b. bebas dari stigma;  
c. privasi;  
d. keadilan dan perlindungan hukum;  
e. pendidikan; 
f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;  
g. kesehatan;  
h. politik;  
i. keagamaan;  
j. keolahragaan;  
k. kebudayaan dan pariwisata;  
l. kesejahteraan sosial;  
m. aksesibilitas;  
n. pelayanan publik;  
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o. perlindungan dari bencana;  
p. habilitasi dan rehabilitasi;  
q. konsesi;  
r. pendataan; 
s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;  
t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;  
u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; 
v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. 

Dari 22 hak yang diperoleh oleh Penyandang Disabilitas, konsesi menjadi salah satu 
hak yang diperoleh. Hal tersebut dapat dilihat dalam huruf (q). Kemudian dalam hal 
kewajiban pemberian bagi Penyandang Disabilitas konsesi diatur dalam Pasal 114 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2016 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib 
memberikan konsesi untuk Penyandang Disabilitas. Sedangkan dalam Pasal 114 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengatur mengenai besar dan jenis 
konsesi yang akan diberikan kepada Penyandang Disabilitas diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. Selain kewajiban tersebut, sesuai dengan amanah Pasal 115 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, pemerintah dan pemerintah daerah 
mengupayakan pihak swasta agar turut serta dalam memberikan konsesi bagi 
Penyandang Disabilitas. Pihak swasta yang memberikan konsesi bagi Penyandang 
Disabilitas juga mendapat insentif khusus dari pemerintah sesuai yang diatur dalam 
Pasal 116 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016. 
 
Regulasi Konsesi pada Transportasi Bus bagi Penyandang Disabilitas 
 Hal menarik yang peneliti temukan adalah pengaturan pemberian konsesi 
bagi Penyandang Disabilitas pada transportasi bus yang seharusnya diatur dalam 
Peraturan Pemerintah sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2016, justru diatur dalam peraturan lain. Hal tersebut karena sampai 
sekarang Peraturan Pemerintah yang seharusnya mengatur besaran dan jenis 
konsesi yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas belum terbit (Nail, 2023). 
Peraturan lain yang dimaksud peneliti tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 138/PMK.02/2022 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis 
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil atas Layanan Angkutan 
Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan (Buy The Service) yang Berlaku pada 
Kementerian Perhubungan. Peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
138/PMK.02/2022 Tahun 2022 tersebut kemudian diperbaharui oleh Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis 
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil atas Layanan Angkutan 
Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan (Buy The Service) yang Berlaku pada 
Kementerian Perhubungan. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 9 
Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan, 
yang dimaksud dengan pembelian layanan angkutan perkotaan yang selanjutnya 
disebut pembelian layanan (Buy the Service) adalah skema pemberian subsidi 
berupa pembelian layanan dari perusahaan angkutan umum untuk 
penyelenggaraan angkutan penumpang umum di kawasan perkotaan kepada 
masyarakat. Buy the Service adalah salah satu aspek penting dalam mereformasi 
sistem angkutan umum di kota-kota besar. Sistem ini pulalah yang menggantikan 
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sistem lama angkutan perkotaan di beberapa kota besar yang selama ini berbasis 
setoran (Zalvi et al., 2021). Dampak dari skema pemberian subsidi berupa 
pembelian layanan tersebut adalah Penyandang Disabilitas, bersama dengan orang 
lanjut usia (Lansia) dan pelajar di 11 kota (Medan, Palembang, Bandung, 
Purwokerto, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Banjarmasin, Denpasar, Makassar dan 
Bogor) mendapat subsidi yang besar. Hal yang sama juga dikatakan oleh Direktur 
Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan, Suharto. Beliau mengatakan bahwa 
"Tarif untuk 3 golongan khusus ini mendapatkan subsidi dari pemerintah hingga 2 
kali, subsidi pertama diberikan untuk tarif yang berlaku sesuai PMK 55 Tahun 2023 
dan subsidi berikutnya diberikan kepada 3 golongan khusus. Tarif untuk 3 golongan 
khusus lebih murah dibandingkan tarif yang ada di dalam PMK," (Kencana, 2023) 
 Pemberian konsesi sendiri tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah pusat 
saja, melainkan juga menjadi kewajiban pemerintah daerah seperti yang tertuang 
dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Namun, hanya dua 
daerah saja yang memberikan konsesi pada transportasi bus bagi Penyandang 
Disabilitas. Ketiga daerah tersebut adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
dan Kota Semarang. Pemberian konsesi pada transportasi bus bagi Penyandang 
Disabilitas di Provinsi DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 133 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Transjakarta 
Gratis Dan Bus Gratis Bagi Masyarakat. Dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 133 Tahun 2018 tersebut menerangkan bahwa 
Penyandang Disabilitas merupakan salah satu dari 15 masyarakat tertentu yang 
mendapat pelayanan Transjakarta secara gratis. Pemberian konsesi pada 
transportasi bus bagi Penyandang Disabilitas di Kota Semarang diatur dalam 
Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tarif Bus Rapid 
Transit Trans Semarang. Dalam Pasal 2 Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 
Tahun 2021 Penyandang Disabilitas bersama lanjut usia, veteran, mahasiswa 
pelajar, pengguna KIA dan anak dibawah umur lima tahun mendapatkan tarif 
khusus sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila menaiki Bus Rapid Transit Trans 
Semarang. Dari pemaparan diatas dapat terlihat bahwa regulasi pemberian konsesi 
pada transportasi bus bagi Penyandang Disabilitas masih terbatas di 13 daerah saja 
(11 daerah melalui regulasi pemerintah pusat dan 2 daerah melalui regulasi 
pemerintah daerah). Hal ini tentu sangat disayangkan mengingat pemberian 
konsesi bagi Penyandang Disabilitas juga menjadi kewajiban pemerintah daerah. 
 
PENUTUP 
Kesimpulan 
  Penyandang Disabilitas memiliki biaya transportasi yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan orang tanpa disabilitas. Pemberian konsesi menjadi salah satu 
cara dalam mengurangi tingginya biaya transportasi yang dialami Penyandang 
Disabilitas. Pengaturan pemberian konsesi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 2016. Namun, peneliti menemukan pengaturan pemberian konsesi bagi 
Penyandang Disabilitas pada transportasi bus yang seharusnya diatur dalam 
Peraturan Pemerintah seperti yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2016, justru diatur dalam peraturan lain yaitu Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 55 Tahun 2023. Selain itu masih sedikit pemerintah daerah yang mempunyai 
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regulasi dalam pemberian konsesi pada transportasi bus bagi Penyandang 
Disabilitas, padahal pemerintah daerah juga memiliki kewajiban untuk memberikan 
konsesi.  

 
Saran  

Pemerintah diharapkan memperluas cakupan daerah regulasi dalam pemberian 
konsesi pada transportasi bus bagi Penyandang Disabilitas. Pemerintah daerah lain 
diharapkan segera membuat regulasi serta memberikan konsesi pada transportasi 
bus bagi Penyandang Disabilitas 
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